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TENTANG

LZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DiNI [PALID)
TAMAN KANAK-KAMAK (TK ) AL HIKMAH
CESA LEUWEUNGGEDE KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Memmbang :© a  balwa memperhatkan sural Kepala Taman Kanak-Kanak (TK} AL HIKMAH
Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwang Kabupaten Majslengka Momor
A2 T-TEAL Hik2007 tanggal 23 Janwan 2017 perhal Permohonan
Perpanjangan fjin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan
Hecamatan Jatwangi Nomar 421/25-UPTD Pendidikan tanggal 31 Januar 2017
sela  berdasakan  hasil  verifikasi  Administrasi oleh Tim Venfikast
Penyelenggaraan  Fendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan
Rabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada perfimbangan hurup a dan b sera sesuai dengan
kelentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teatanq Sistem
Pentidikan Masional, dipandang pedu diterbitkan irin penyelenggaran
Pendidikan Anak Usia Dini {(PAUD) Taman Kanak-Kanak [TK) AL HIKMAH
Desa Lesweunggede Kecamalan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mienngat > 1. Undang-Undamg Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupalen Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 4 Tahun 1968 tenlang Pembentukan Kabupaten Purwakata dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tenlang Pembentukan Doerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Joawa Baral (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

< Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambashan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. UndangUndang MNomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemedintahan Daersh
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Momor 9 Tahun 2015 lenlang
Ferubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Momor
58, Tambahan Lembaran Negara Repubdik Indonesia Nomeor 5679)
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Pergiuran Pemenntah MNomor 19 Tahun 2005 feniang Standar Nasonal
Pendidikan (Lembaran Megara Republk indonesia Tahun 25 Nomo
41 Tambahan lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4456
sehagaimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeniniah
Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5670);

Peraturan Pemenntah Momor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemenniah anlara Pemedniah, Pemerniah Daemsh Provinsi dan Pemenniah
Kabupatenola (lembaman Negara Republk Indonesia  Tahun 2007
Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomeor 4737);

Peraturan Pemesintah Momor 41 Tahun 2007 Tenlang Organisasi Perangkat
Deersh {Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 207 Nomor 8%
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750];

Peraduran Pemeriniah Momor 48 Tahun 2008 Tenlang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomear 4864);

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelennuaraan Pendidikan (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun
2010 Momor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5105
sebaqgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 66 Tahun
2010 fentang Perubahan atas Persturan Pemesintah Nomor 17 Tahen 2010
lentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negans
Republik indonestia Nomor 5157):

Peraluran Menteni Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Lisia Dini;

Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tenlang Pendiian Satuan Pendidikan Nonformal {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Memeri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B4
Tahun 2014 ientang Pendiian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini {Benla
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomar 1279)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemesintah Daersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Daersh
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 10 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Perangkal Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupalen Majglengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Deerah Kabupaten Majalengka Momor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tenlang
Organisasi Perangkal Doerah Kabupaten Majalengha (Lembaran Daarah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomer 8).



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan ;

MEMUTUSKAN

Memberkan izin penyelenggarman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK) AL HIKMAH Desa Leuweunggede Kecamalan Jaliwangi
Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikul

1. Mentaafi Peraluran Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Dalam hal melaksanakan poses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurkulum yang
digunakan mengikuli petunjuk dan aturan yang berlaku.

3. Penyelenggara  berkewajiban menvampaikan laporan  lerulis  mengenai
perkembangan lembaga sefap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka;

4 Segala fasililas dan kelengkapan yang menjadi syaratkelancaran berdirinya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidik
menjadi langgungjawab Yayasan/Penyelenggara.

lzin sebagaimana dimaksud dalam dikium KESATU beraku selama memenuhs
kelentuan dan dievaluasi selisp lahun, apatila lefadi pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan  pelaksanaan penyelengaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
lersebut, maka zin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak [TK) ini akan dicabul.

Dengan berakunya Kepulusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Momor 62 TAHUN 2014 tanggal 7 April 2014 dicabut dan
dinyatakan tidak beraku.

Kepulusan ini berlaku sejpk tanggal dilelapkan dengan kelentuan apabila
dikernudian han terdapal kekelinoan dan atau kesalzhan didalamnya akan diadakan
perbatkan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Diletapkan di Majalengka
Pada Tanggal 2.2 xel; it 2019
NAS PENDIDIKAN

1. Yth. Bupali Majalengka:

2 Yth. Direxdur Fembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta:
3. Yih. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung:

4. Yth. Kepala UFTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi.



